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PENETAPAN

Nomor 1261/Pdt.G/2018/PA.Kjn
{2\ ~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Dukuh Bukur Il, RT.010 RW.002, Desa Bukur,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dukuh Bukur I, RT.010 RW.002, Desa
Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal
24 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
1261/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 27 Agustus 2018 yang mengemukakan
hal-hal :
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2002 telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat
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dalam Buku Nikah Nomor: 580/24/X,2002 tertanggal 15 April 2002, dan

Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana

tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah Penggugat di Dukuh Bukur, Desa Bukur, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun 10 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami
isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Ba¥da Dukhul) dan
mempunyai 2 orang anak Bernama
a. XXXXX ,Pekalongan 22-12-2004,Laki-Laki Dalam asuhan
Penggugat
b. XXXXX ,Pekalongan 02-09-2010,Laki-Laki;Dalam asuhan
Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan. Karena Terggugat sering berkata kasar
dan sering berselisih paham serta ketika sedang bertengkar Terggugat
meminta untuk bercerai.Terakhir pada bulan mei 2018 antara Penggugat
dan Terguggat Melakukan pisah ranjang. Selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar
layaknya suami isteri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018 telah terjadi pisah ranjang
sampai sekarang selama 3 bulan lamanya, Tergugat;
7. Bahwa selama 3 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak
memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana
layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana diraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga
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yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cg.Majelis Hakim agar berkenan
memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan
pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut;
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan
Tergugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Apabila Pengadilan Agama Kajen Cg.Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai
pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang
kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan
Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis
menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1261/Pdt.G/2018/PA.Kjn dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim

dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada

hari Kamis tanggal 20 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9
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Muharram 1440 H. Oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua,

didampingi oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqgduruddin Alsy

masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd
Drs. Mahmudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. Hj. Z. Hani'‘ah Drs. Imam Maqduruddin Alsy
Panitera Pengganti,
ttd
Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
Biaya Proses : Rp 50.000,00,
Biaya : Rp 180.000,00,-
Pemanggilan
Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah: Rp 271.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
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Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI
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